
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  

NOMOR 10  TAHUN 2011 

TENTANG 

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POLEWALI MANDAR,  

Menimbang :  a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten 

Polewali Mandar perlu menyesuaikan Peraturan Daerah 

Retribusi Rumah Potong Hewan; 

 b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Retribusi Rumah Potong Hewan; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Provinsi Sulawesi Barat  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4422); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4433);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

45 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang   

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 

Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau 

Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5179); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK07/2010 tentang 

Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak 

Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 414); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah 

Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten 

Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN POLEWALI MANDAR  

dan 

BUPATI POLEWALI MANDAR  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH 

POTONG HEWAN. 

 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.  

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Dinas Pendapatan dan Perizinan adalah  Dinas Pendapatan dan Perizinan 

Kabupaten Polewali Mandar. 

5. Dinas  Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan 

Kabupaten Polewali Mandar . 

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi  Perseroan Terbatas, 

Perseroan Komanditar, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 

Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, 

Perkumpulan, Firma, Kongsi, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap 

serta bentuk Badan Usaha lainya. 

7. Petugas Teknis adalah Medis dan Paramedis Peternakan.  

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Polewali Mandar . 

9. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat bangunan yang disediakan secara 

umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk 

memotong hewan. 

10. Ternak adalah Sapi kerbau, kuda, kambing/domba, babi dan unggas. 

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. 

12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat ketetapan    retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 

yang terutang. 

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk 

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 

 

 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai 

pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rumah potong hewan yang secara 

khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memotong hewan ternak.  

Pasal 3 

(1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan 

hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan 

sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 

Daerah.  

(2) Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah 

dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat rumah potong hewan.  

(3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah 

pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 

BUMN, BUMD dan pihak swasta.  

 



Pasal 4 

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ 

menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak 

termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah 

dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Untuk memotong hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pemilik 

hewan harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Pemilikan dari Kepala 

Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan. 

 

 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa 

Usaha. 

 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat rumah potong hewan diukur 

berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan ternak dan jumlah hewan. 

 

 

 

 

BAB V 

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR 

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 7 

 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah 

potong hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 

layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan 

secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.  

 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 8 

 

(1) Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut : 

No. Jenis Pelayanan Jenis Ternak Tarif

1. Pemeriksaan Kesehatan ternak - Kambing/Domba dan Babi Rp.    7.500,-/ekor

sebelum dan sesudah dipotong - Sapi, Kerbau dan Kuda Rp.  15.000,-/ekor

2. Pemakaian tempat pemotongan - Kambing/Domba dan Babi Rp.  12.500,-/ekor

Hewan (RPH) - Sapi, Kerbau dan Kuda Rp.  25.000,-/ekor

 

(2) Besarnya retribusi yang memotong ternak dirumah potong hewan sebagai 

berikut : 

a. Kambing, Domba, Babi sebesar Rp. 20.000,-/ekor; dan 

b. Sapi dan kerbau, kuda sebesar    Rp. 40.000,-/ekor; 

(3) Besarnya Retribusi yang memotong/menyembeli ternak untuk keperluan 

hajatan, kematian, keagamaan dan adat sebagai berikut : 

a. Kambing, Domba, Babi sebesar Rp.10.000,-/ekor;  

b. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar        Rp. 20.000,-/ekor;dan 



c. Kambing, Domba, Babi sebesar Rp.10.000,-/ekor. 

(4) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(5) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang 

membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan 

ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 

 

 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. 

 

BAB VIII 

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN 

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

Pasal 10 

 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa karcis, kupon atau kartu langganan.  

(3) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan. 

(4) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang 

ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati 

dengan menggunakan SSRD.  

(5) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau 

penyetoran retribusi. 

(6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data 

yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi 

yang terhutang maka dikeluarkan STRD. 

(7) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen 

lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

 

Pasal 11 

 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. 

(3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan selambat-lambatnya  1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

(4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan 

penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB IX 

PENAGIHAN 

Pasal 12 

 

(1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) 

dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat 

Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis. 

(2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal 

pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal 

jatuh tempo pembayaran. 



(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 

Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi 

retribusi yang terutang. 

(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.  

 

BAB X 

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 

Pasal 13 

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, 

kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh jika: 

a. diterbitkan Surat Teguran; atau 

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun 

tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 

Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih 

mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 

Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

 

Pasal 14 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah 

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan 

Peraturan Bupati.  

 

BAB XI 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 15 

 

(1) Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dapat diberikan insentif atas dasar 

pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 

Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian  dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

 

BAB XII 

PENYIDIKAN 

Pasal 16 

 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah (PPNS) 

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 

Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - 

Undang Hukum Acara Pidana. 



(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri 

Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat 

Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.  

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar 

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan 

terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau sanksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum 

melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang  Hukum Acara Pidana. 

 

BAB XIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 17 

 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 

keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 

denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang 

dibayar. 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran. 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten  

Polewali Mamasa Nomor 15 Tahun 1999 Seri B Nomor 14 tentang Retribusi Rumah 

Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Tahun 1999 Nomor 

15 Seri B Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

 



Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai 

dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2012. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar . 

Ditetapkan di Polewali Mandar 

pada tanggal, 11 Oktober 2011  

 BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 

          ALI BAAL MASDAR     

Diundangkan di Polewali Mandar 

pada tanggal, 12 Oktober 2011 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 

 

M.NATSIR RAHMAT 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.TAHUN 2011 NOMOR 10 

 

 

 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

NOMOR   10   TAHUN 2011 

TENTANG 

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 

I.  UMUM 

Bahwa selama ini Pemerintah Daerah melakukan pemungutan Pajak 

dan Retribusi  Daerah dengan mendasari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang diubah lagi dengan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, maka perlu ada penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan salah satunya adalah Retribusi Rumah 

Potong Hewan. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 

kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya  semakin 

besar sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan 

dengan adanya peningkatan basis Pajak Daerah dan Diskresi dalam penetapan 

tarif yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Bahwa untuk mengukur kemajuan suatu tingkat perekonomian dari 

suatu daerah, dapat terlihat sejauh mana pengaruh tingkat perekonomian tersebut 

dapat mempengaruhi atau diamati oleh masyarakat dalam daerah, sehingga 

dengan demikian maju atau tidaknya tingkat perekonomian sangat ditentukan 

oleh besarnya pemasaran yang merupakan salah satu faktor yang cukup besar. 



Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu usaha untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan merupakan pula suatu usaha untuk 

menertibkan administrasi serta tertib tata cara pelaksanaannya. 

Dan oleh karena itu dipandang perlu untuk mempersiapkan sarana 

dan prasarana yang lebih  profesional dalam penanganan serta pengelolaannya 

supaya tingkat pelayanan kepada masyarakat dapat lebih terasa manfaat dan 

kegunaannya secara optimal. 

 

II. PASAL DEMI PASAL   

 

        Pasal 1 

 Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam 

Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah 

tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kesalahan 

penafsiaran atau pengertian dalam memahami serta melaksanakan 

pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga bagi Wajib Retribusi dan 

Aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan 

dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. 

 Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung 

pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Daerah. 

        Pasal 2 

     Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi 

atas pelayanan   penyediaan tempat Rumah Potong Hewan. 

  Pasal 3 

  Cukup jelas 

 

 

 

 

 Pasal 4 

  Cukup jelas 

  

 Pasal 5 

  Cukup jelas   

 Pasal 6 

  Cukup jelas 

 Pasal 7 

  Cukup jelas   

 Pasal 8 

  Cukup jelas 

 Pasal 9 

  Cukup jelas   

 Pasal 10 

  Cukup jelas 

 Pasal 11 

  Cukup jelas   

 Pasal 12 

  Cukup jelas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Pasal 13 

  Cukup jelas   

 Pasal 14 

  Cukup jelas 

 Pasal 15 

  Cukup jelas   

 Pasal 16 

  Cukup jelas 

 Pasal 17 

  Cukup jelas   

 Pasal 18 

  Cukup jelas 

 Pasal 19 

  Cukup jelas 
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